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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

REPUBLIK INDONESIA 
                                          NOMOR  26 TAHUN 2009                           

TENTANG 
PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN 

LIQUEFIED PETROLEUM GAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat  
pengguna Liquefied Petroleum Gas dan guna mendukung 
program diversifikasi energi, serta mendorong pembangunan 
infrastruktur Liquefied Petroleum Gas dan peningkatan 
peran Badan Usaha, perlu pengaturan penyediaan dan 
pendistribusian Liquefied Petroleum Gas secara terpadu, 
transparan, akuntabel, kompetitif dan adil;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi 
dan Sumber Daya Mineral tentang Penyediaan dan 
Pendistribusian Liquified Petroleum Gas;  

Mengingat :    1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3817); 
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3821); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan 
Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4152); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang 
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4996); 

5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tanggal 28 
November 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan 
Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 
Kilogram; 

6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 
Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 
2007 tanggal 28 Agustus 2007; 

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 
0007 Tahun 2005 tanggal 21 April 2005 tentang Persyaratan 
dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan 
Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; 

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 
0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya 
Mineral; 

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 
0048 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang 
Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan 
Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain, LPG, 
LNG dan Hasil Olahan  yang Dipasarkan di Dalam Negeri; 
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10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 
021 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang 
Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied 
Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram; 

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 
19 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha  
Hilir Minyak dan Gas Bumi; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan   : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER 
DAYA MINERAL TENTANG PENYEDIAAN DAN 
PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS.  

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan : 
1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa 

hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur 
atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin 
mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari 
proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau 
endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang 
diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan 
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. 

2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon 
yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer 
berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan 
Minyak dan Gas Bumi. 

3. Liquified Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG 
adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan 
untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan 
penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, 
butana, atau campuran keduanya. 
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4. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum 
yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-
menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan 
berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 

5. Izin Usaha Niaga LPG adalah izin yang diberikan kepada 
Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha Niaga 
LPG dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau 
laba. 

6. Kegiatan Penyaluran adalah kegiatan penyaluran LPG 
milik Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG 
oleh Penyalur pada wilayah penyaluran yang ditunjuk 
oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG.  

7. Penyalur LPG adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau 
badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen 
oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG 
untuk melakukan Kegiatan Penyaluran. 

8. Pengguna Besar LPG adalah konsumen atau pengguna 
LPG  umum yang menggunakan LPG dalam bentuk 
curah/bulk.  

9. LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar 
yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu 
seperti  pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume 
dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.  

10. LPG Umum adalah LPG yang merupakan bahan bakar 
yang pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume 
dan  harganya tidak diberikan subsidi. 

11. Wilayah Distribusi LPG Tertentu adalah wilayah tertentu 
berdasarkan batasan geografis yang diberikan kepada 
Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG untuk 
melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian 
LPG Tertentu. 

12. Sarana dan Fasilitas adalah sarana dan/atau fasilitas yang 
dimiliki atau dikuasai Badan Usaha dan digunakan untuk 
menunjang dan melaksanakan penyediaan dan 
pendistribusian LPG. 
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13. Kelangkaan LPG adalah suatu kondisi tidak terpenuhinya 
kebutuhan masyarakat atas produk LPG pada suatu 
daerah tertentu dalam waktu tertentu yang diakibatkan 
oleh terganggunya penyediaan dan pendistribusian LPG.  

14. Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu adalah 
sistem pendistribusian LPG Tertentu untuk rumah tangga 
dan usaha mikro yang mengggunakan LPG Tertentu 
yang terdaftar dengan menggunakan Kartu Kendali. 

15. Kartu Kendali adalah tanda pengenal resmi yang 
diberikan kepada rumah tangga dan usaha mikro 
pengguna LPG Tertentu sebagai alat pengawasan dalam 
pendistribusian LPG Tertentu. 

16. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung 
jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas 
Bumi. 

17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang 
tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha 
Minyak dan Gas Bumi. 

18. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang 
bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan 
usaha Minyak dan Gas Bumi. 

Pasal 2 
Pengaturan penyediaan dan pendistribusian LPG dalam 
Peraturan Menteri ini meliputi kegiatan penyediaan dan 
pendistribusian LPG sebagai bahan bakar (pressurized) atau 
bahan pendingin (refrigerated) dalam bentuk kemasan atau 
dalam bentuk curah/bulk. 

Pasal 3 
Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi 
penyediaan LPG, pendistribusian LPG, pengguna LPG, 
sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu, harga jual LPG, 
standar dan mutu LPG, keselamatan minyak dan gas bumi, 
pemanfaatan potensi dalam negeri, serta pembinaan dan 
pengawasan.  

 
 


